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This paper discusses factors underlying the success of the Exclusive Economic 

Zone (EEZ) boundary delimitation between Indonesia and the Philippines. 

This paper uses issue-level approach from the literature on territorial disputes 

which focus on the interaction between territoriality and visibility factors in 

shaping the dynamics of territorial disputes. According to this approach, 

disputes over territory that is not salient in terms of its tangible/intangible value 

but is visible to domestic audience are more likely to be settled peacefully 

because the government is likely to face pressure from the domestic audience 

to settle the dispute and the low salience of the territory increase the possibility 

for peaceful settlement. This paper found that this also applies in the case of 

Indonesia and the Philippines. The undelimited EEZ between Indonesia and 

the Philippines is not salient but the increase visibility of this issue contributes 

to the immediate completion of boundary delimitation between the two 

countries peacefully. 
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PENDAHULUAN 

Indonesia adalah salah satu negara kepulauan yang wilayah perairannya berbatasan langsung 

dengan sepuluh negara yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua 

Nugini, Australia dan Timor Leste. Kemudian sampai saat ini, Indonesia juga memiliki garis pangkal 

kepulauan sepanjang 6.808,43 nm (Nurbintoro, 2018) setara dengan 10.957,10 km dengan total luas 

perairan sebesar 6,4 Juta km2 (Biro Perencanaan dan Informasi Kementerian Koordinator Bidang 

Kemaritiman dan Investasi, 2018). Namun belum semua permasalahan perbatasannya telah 

diselesaikan dengan sepuluh negara tersebut, baik pada level Laut Teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif 

(ZEE), dan Landas Kontinen. Tentu dalam hal ini, Indonesia harus segera menyelesaikan penetapan 

perbatasan maritimnya dengan negara tetangga, agar memberikan kepastian hukum dalam garis batas 

yang jelas, membantu kemudahan dalam mengelola wilayah serta tidak menimbulkan potensi 

lahirnya sengketa wilayah dengan negara tetangga. 

Salah satu permasalahan perbatasan yang menarik untuk dibahas adalah wilayah ZEE 

Indonesia dan Filipina, dimana wilayah perairan keduanya berhadapan langsung di bagian utara Laut 

Sulawesi dan Samudera Pasifik yang mengakibatkan penarikan garis batas ZEE tidak dapat mencapai 

200 mil (Yanti, 2015). Maka dari itu untuk melindungi hak berdaulat dalam mengelola wilayah ZEE 

pada kedua negara, pertemuan dilakukan oleh Indonesia dan Filipina untuk membahas wilayah garis 

batas ZEE kedua negara yang tumpang tindih, 

Gambar 1. Peta Wilayah Batas ZEE Indonesia dan Filipina 

Sumber: (Dokumen Dewan Perwakilan Rakyat, 2017) 
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Pertemuan pun dimulai dengan pertemuan informal yang dilakukan kedua negara tahun 1973 

dan 1986. Namun perundingan tersebut masih berupa penjajakan. Perundingan dilanjutkan dengan 

pertemuan ‘The First Senior Official Meeting on The Limitation Maritime Boundary’ yang 

diselenggarakan di Manado tanggal 23 sampai 25 Juni 1994. Pertemuan setingkat pejabat senior ini 

dilakukan Indonesia sebagai upaya untuk segera menyelesaikan penetapan garis batas ZEE dengan 

Filipina. Pembahasan penarikan garis batas di wilayah perairan Sulawesi itu pun, selanjutnya dibahas 

sejak tahun 1994 sampai 2019, dengan membentuk forum Joint Permanent Working Group on 

Maritime and Ocean Concerns (JPWG–MOC) dibantu dengan adanya sub working group dan Joint 

Technical Team on Maritime Boundary Delimitation (JTT–MBD). Pemerintah kedua negara telah 

berhasil menyelesaikan negosiasi untuk delimitasi pada wilayah ZEE yang tumpang tindih pada 

pertemuan JPWG–MOC ke–8 yang diadakan tanggal 18 Mei 2014 (Department of Foreign Affairs 

Republic of the Philippines, 2014).  

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Filipina melakukan pertukaran pandangan dan 

data serta pembagian segmentasi, upaya yang dilakukan diantaranya adalah dimana Indonesia 

mengusulkan untuk memakai prinsip proportionality yang diambil titiknya berdasarkan rasio panjang 

garis pangkal. Sementara Filipina mengusulkan prinsip median line berdasarkan pembagian yang 

sama untuk kedua belah pihak (Anggaramurti, 2015). Kemudian Indonesia dan Filipina juga 

melakukan adjustment turning points yang dihasilkan dari perundingan. Jika dilakukan 

proporsionality test pada bagian yang telah dilakukan pembagian wilayah yang sama untuk kedua 

negara masih kurang proporsional, maka dapat segera dirundingkan kembali. 

Keberhasilan Indonesia dan Filipina dalam delimitasi garis batas ZEE secara damai, menjadi 

kasus yang menarik untuk dikaji juga dikarenakan selama ini sengketa wilayah dilihat sebagai 
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masalah kedaulatan dan nasionalisme negara. Menurut John Vasquez dan Marie T. Henehan 

menyatakan bahwa jika terdapat sengketa pada suatu wilayah, maka cenderung meningkatkan 

kesempatan terjadinya perperangan antara negara yang terlibat (Vasquez & Marie T., 2001). Hal ini 

dikarenakan perjanjian penetapan batas maritim tersebut, tidak dapat diubah kembali karena sifat 

perjanjian delimitasi hanya dilakukan sekali untuk diberlakukan selamanya. Bahkan dengan hasil 

kesepakatan tersebut, kedua negara mendapatkan solusi dari wilayah tumpang tindih. Kesepakatan 

ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Indonesia, Filipina maupun negara lain, agar dapat 

bernegosiasi dan menyelesaikan penetapan perbatasan dengan damai. Mengingat ini permasalahan 

ini juga menjadi penyelesaian perjanjian batas laut pertama yang diselesaikan oleh Filipina  (Philstar, 

2022). 

Selain itu, Indonesia akan dapat memaksimalkan kekayaan sumber daya laut seperti 

keanekaragaman biota laut Salah satunya potensi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik 

Indonesia (WPPNRI) ke–716 di wilayah perairan Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, dimana wilayah 

tersebut memiliki potensi tangkapan di ZEE yang dapat dimanfaatkan secara optimal sebesar 626.045 

ton (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2022), dan juga akan membantu 

Indonesia menjaga potensi ekonomi, pariwisata dan keamanan dalam memberantas kejahatan lintas 

batas yang terjadi di sekitar wilayah garis batas ZEE. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka tulisan ini bertujuan untuk mendiskusikan faktor-

faktor keberhasilan yang membuat perjanjian penetapan garis batas ZEE Indonesia dan Filipina dapat 

diselesaikan secara damai. Sampai saat ini, sebagian literatur yang ada banyak menggambarkan faktor 

keberhasilan perjanjian penetapan batas yang telah diselesaikan secara damai antara Indonesia dengan 

negara lain diantaranya garis batas timur perbatasan laut wilayah Indonesia dan Singapura, yang 

berhasil diselesaikan secara damai, dikarenakan Indonesia dan Singapura memakai prinsip United 

Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 serta adanya political will diantara kedua 

negara (Agusman D. i., 2017). Begitupula dengan penetapan perbatasan di garis batas ZEE Indonesia 

dan Filipina yang telah dilakukan secara damai, Indonesia akan dapat memperkuat ketahanan nasional 

dan juga dapat mempererat hubungan baik antara Indonesia dan Filipina (Anggaramurti, 2015). 

Kemudian setelah itu, kedua negara dapat menetapkan batas landas kontinennya. 

Sementara itu, dalam pengimplementasian hukum internasional dalam penetapan garis batas 

ZEE, UNCLOS 1982 sebagai referensi, Indonesia telah berhasil membawa prinsip negara kepulauan 

agar dapat diatur dalam perjanjian internasional, UNCLOS 1982 melalui Deklarasi Djuanda dan 

wawasan nusantara (Nugraha & Irman, 2014). Tak hanya itu, konsep wilayah ZEE juga telah 

dituangkan pada Bab V Pasal 55 sampai 75 dalam UNCLOS 1982. Sementara di Indonesia, juga telah 

diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 

(ZEEI) (Nugraha & Irman, 2014). Kemudian untuk faktor keamanan dan dinamika sengketa di 

wilayah garis batas ZEE Indonesia dan Filipina, telah memicu kedua negara untuk lebih 

memerhatikan di sekitar wilayah garis batas ZEE dalam memberantas tindak kriminal praktek Illegal 

Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing), yang mana telah membuahkan hasil yaitu dengan 

adanya kerja sama ‘Indonesia–Philippines Plan of Action’. Kerja sama ini mengatur beberapa poin, 

salah satunya adalah bahwa kedua negara sepakat untuk menandatangani Joint Declaration mengenai 

Maritime Boundary (Uno, 2017). Selain itu, Indonesia juga melakukan patroli laut yang dilakukan 

oleh Tentara Nasional Indonesia Angakatan Laut (TNI AL) untuk menjaga keamanan di sekitar 

perairan dekat garis batas ZEE Indonesia dan Filipina (Febriana, 2019). 

Oleh karena itu, untuk mengkaji permasalahan delimitasi garis batas ZEE Indonesia dan 

Filipina, tulisan ini menggunakan issue-level approach yang menjelaskan bahwa kombinasi faktor 
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kewilayahan dan visibilitas isu di masyarakat kedua negara berperan dalam menyelesaikan 

permasalahan sengketa di wilayah perbatasan garis batas ZEE secara damai. Pendekatan melalui teori 

ini dipilih karena dapat melihat dinamika stabilitas teritorial secara langsung, yang terjadi di wilayah 

tersebut. Sehingga pembahasan akan lebih objektif dan hanya berfokus pada faktor-faktor dan nilai 

strategis yang memengaruhi bagian wilayah yang dipermasalahkan saja, yakni pada wilayah yang 

dilewati garis batas ZEE Indonesia dan Filipina. 

Sementara itu, data kewilayahan dan kronologi permasalahan garis batas ZEE didapatkan 

dari sumber primer dengan menggunakan dokumen resmi pemerintah dan non-pemerintah yang 

didapat dari institusi seperti Kementerian luar Negeri (Kemlu) dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia (DPR RI) yaitu hasil persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan 

Pemerintah Republik Filipina mengenai penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014, hasil rapat 

antara komisi I DPR RI dengan Kemlu. Tulisan ini juga merangkum wawancara dengan pihak terkait 

pada bagian Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan di Kemlu yaitu Fungsional Diplomat, 

Bapak Budi Atyasa. Sementara untuk data sekunder yang digunakan dalam tulisan ini, didapat dari 

sumber tulisan buku, jurnal, dan laporan dengan periodesasi yang sesuai yang masih terkait dengan 

isu yang diteliti dalam tulisan ini, yang dikeluarkan oleh institusi resmi terkait. Kemudian untuk 

melihat kondisi visibilitas isu di kedua negara yang semakin terlihat di media nasional, diambil pada 

periode 2011 sampai 2019 melalui artikel berita di masing-masing negara Indonesia dan Filipina yaitu 

Kompas, Philstar Global dan Philippine Daily Inquirer dan jurnal dari kedua negara. 

Maka dari itu, tulisan ini akan dibagi menjadi tiga bagian, bagian pertama menjelaskan 

kerangka analisa menggunakan perspektif Hubungan Internasional yakni issue-level approach. 

Bagian kedua menggambarkan kondisi di wilayah garis batas ZEE Indonesia dan Filipina, dan bagian 

ketiga akan menjabarkan faktor keberhasilan yang semakin mendorong pemerintah kedua negara 

untuk segera menyelesaikan penetapan garis batas ZEE dengan damai. 

METODE PENELITIAN 

Tulisan ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa faktor keberhasilan yang membuat 

delimitasi garis batas ZEE antara Indonesia dan Filipina dapat dilakukan secara damai. Oleh karena 

itu dalam menganalisa kasus pembagian wilayah terdapat tiga pendekatan. Pendekatan pertama yaitu 

international level approach mengenai dinamika hubungan pada sengketa teritorial dan politik 

internasional (Pertiwi, 2014). Namun pendekatan ini dirasa tidak cocok karena wilayah persengketaan 

yang dibahas tidak sampai memengaruhi karakter politik internasional.  

Pendekatan kedua, yaitu regional level approach yang menitikberatkan pada peran institusi 

regional dalam menciptakan dan mengelola sengketa wilayah kawasan regional seperti di kawasan 

Asia Tenggara yang mempunyai Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) sebagai 

perwujudan manajemen konflik untuk negara-negara anggota ASEAN (Pertiwi, 2014). Pada masalah 

yang dibahas, Indonesia dan Filipina tidak membawa masalah yang dihadapi ke salah satu forum 

ASEAN. Kemudian permasalahan ini hanya membutuhkan perjanjian bilateral antar kedua negara 

saja. Jadi, pendekatan regional kurang cocok untuk membahas permasalahan yang terjadi. 

Pendekatan ketiga, melalui pendekatan issue-level approach, dimana pendekatan ini dapat 

melihat dinamika sengketa wilayah secara langsung, yang terjadi di wilayah konflik itu. Hensel dan 

Mitchell menyatakan bahwa terdapat tingkatan unsur atau nilai penting (salient) yang dapat 

memengaruhi dinamika sengketa wilayah pada wilayah yang disengketakan, disebut salient jika 

memiliki nilai baik tampak (tangible) maupun tidak tampak (intangible) dan tidak salient jika tidak 
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memiliki nilai. Pada tulisan Sukmawani Bela Pertiwi yang berjudul the Rise of Territorial Disputes 

and the Stability of Southeast Asia, terdapat indikator lain yang dapat memengaruhi dinamika di 

wilayah persengketaan, yaitu visibilitas isu pada masyarakat domestik (domestic visibility) yang akan 

membuat tekanan pada pemerintah lebih kuat untuk mempertahankan wilayah yang disengketakan 

(Pertiwi, 2014). Berikut tabel penjabaran indikator dari beberapa faktor tersebut: 

Tabel 1. Tabel indikator secara kewilayahan (territoriality) dan  

visibilitas isu pada masyarakat domestik (domestic visibility) 

Sumber: Diolah dari The Rise of Territorial Disputes and  

The Stability of Southeast Asia (Pertiwi, 2014) 

 

Variabel Komponen Indikator 

Kewilayahan 

• Nilai penting 

(Salient)  

• Tidak terdapat nilai 

penting (Not 

Salient) 

Nilai tampak 

(Tangible): 

1. Terdapatnya 

populasi 

penduduk lokal 

2. Memiliki potensi 

sumber daya alam 

yang terdapat 

pada wilayah 

konflik 

3. Potensi alamnya 

juga dapat 

menjadi lokasi 

strategis untuk 

meningkatkan 

power, pertahanan 

dan keamanan 

(Hensel & 

Mitchell, 2005). 

 

Nilai tidak tampak 

(Intangible): 

1. Memiliki keterkaitan 

emosional di 

masyarakat (Hensel & 

Mitchell, 2005) 

2. Kondisi di wilayah 

konflik tidak dapat 

terpisahkan atau dibagi 

(indivisible) 

3. Adanya pengaruh 

negara yang lebih 

dominan (Dzurek, 

2005). 

Visibilitas 

• Kondisi di wilayah 

terlihat masyarakat 

domestik (Visible) 

• Kondisi di wilayah 

tidak terlihat 

masyarakat 

domestik (Not 

Visible) 

Kondisi Terlihat 

(visible): 

1. Masuk ke dalam 

pemberitaan media 

nasional 

2. Terdapat dua media 

nasional pada 

masing-masing 

negara (Pertiwi, 

2014). 

Kondisi tidak terlihat (Not 

Visible): 

1. Terdapat peralihan isu 

yang lebih penting 

daripada konflik yang 

sedang berlangsung 

2. Wilayah konflik 

mempunyai posisi yang 

cukup jauh dari pusat 

pemerintahan (Pertiwi, 

2014). 

 

Jika digabungkan, kombinasi nilai secara kewilayahan (territoriality) dan visibilitas isu pada 

masyarakat domestik (domestic visibility) dapat melihat dinamika sengketa wilayah (the dynamics of 
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territorial disputes) yang terjadi pada wilayah yang dipermasalahkan, dan wilayah tersebut akan 

berada di salah satu dari empat kondisi yakni seperti pada tabel di bawah: 

Tabel 2. Kombinasi nilai secara kewilayahan (territoriality) dan visibilitas isu pada masyarakat 

domestik (domestic visibility) dapat melihat dinamika sengketa wilayah (the dynamics of territorial 

disputes) yang terjadi pada wilayah yang dipermasalahkan 

 

 

HASIL DAN DISKUSI 

Sejarah batas wilayah laut Indonesia 

Kewilayahan  

(Territoriality) 

Visibilitas Isu pada 

Masyarakat 

Domestik        

(Domestic 

visibility) 

Dinamika 

Sengketa Wilayah     

(The Dynamics of 

Territorial 

Disputes) 

Kondisi yang Terjadi di Wilayah 

Sengketa   

Nilai Penting 

(Salient) 

Kondisi Terlihat 

(Visible) 

Tidak Stabil 

(Unstable) 

Jika isu menjadi terlihat oleh publik, 

yang membuat posisi negara menjadi 

semakin sulit dan adanya 

kemungkinan untuk terjadi open 

military conflict. 

Nilai Penting 

(Salient) 

Kondisi Tidak 

Terlihat (Not 

Visible) 

Relatif Stabil 

(Relatively Stable) 

Pemerintah yang rasional akan 

mengesampingkan perselisihan 

dengan negara lain sampai politik 

dalam negeri mendukung, tidak akan 

mengambil tindakan jika tidak ada 

konflik dengan negara yang juga 

terlibat konflik, atau mungkin akan 

menyepakati gencatan senjata atau 

akan bekerja sama jika negosiasi 

sedang berlangsung. 

Tidak terdapat 

Nilai Penting              

(Not Salient) 

Kondisi Terlihat 

(Visible) 

Terselesaikan 

secara Damai 

(Peacefully 

Resolved) 

Jika isu di wilayah konflik tersebut 

diketahui oleh masyarakat domestik 

maka pemerintah akan segera 

menyelesaikannya secara damai 

karena dorongan yang ada dari 

masyarakat. 

Tidak terdapat 

Nilai Penting           

(Not Salient) 

Kondisi Tidak 

Terlihat (Not 

Visible) 

Dormant Pemerintah akan mementingkan 

permasalahan yang lain terlebih 

dahulu dibandingkan dengan masalah 

yang sedang dirundingkan, dimana 

juga tidak adanya aktivitas 

perundingan untuk menyelesaikan 

masalah sengketa yang terjadi selama 

lebih dari lima tahun (dormant). 
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Di masa lalu, dikatakan bahwa laut itu tidak boleh dikuasai oleh siapapun (Mare Liberum). 

Namun kemudian keluar doktrin lain yang menyatakan bahwa laut itu dikuasai bersama dan tidak 

boleh dikuasai oleh negara (Res Communis Omnium) (Kwang, tt). Pada zaman penjajahan, yang 

memerintah di kawasan Indonesia adalah Hindia Belanda. Untuk memerintah Indonesia, Hindia 

Belanda menggunakan politiknya yang terkenal yaitu “Divide et Impera” atau politik pecah belah. 

Hindia Belanda juga menetapkan suatu Ordonantie tahun 1939 yaitu “Territorial Zee en Maritieme 

Kringen Ordonnantie” yang dimuat dalam Staatsblad 1939 No. 442. Mengenai Ordonantie 1939 ini, 

Pemerintah Hindia Belanda menetapkan jarak lebar wilayah laut teritorial Indonesia sejauh 3 mil, 

tolak ukurnya adalah garis pasang surut dari tiap pulau. Dalam konteks negara kepulauan atau 

Archipelagic State seperti Indonesia yang memiliki 16.056 pulau (Bempah, 2017), ketentuan ini 

tentunya sangat merugikan. Karena hal itu berarti, lebar 3 mil dari garis pasang surut yang diukur dari 

tiap pulau merupakan wilayah laut teritorial Indonesia dan selebihnya adalah laut bebas. 

Setelah kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 13 Desember 1957, Indonesia membuat 

Deklarasi Djuanda, yang memberitahukan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut 

sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Laut-laut 

antar pulau kemudian merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas. Indonesia 

juga menyatakan menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (Archipelagic State). Indonesia pun 

berhasil mendapat pengakuan di mata dunia dan tertuang dalam UNCLOS 1982, yang mengatur 

tentang batas Laut Teritorial adalah wilayah yang dihitung selebar 12 mil dari garis pantai, dan negara 

pantai mempunyai kedaulatan atas seluruh kekayaan alam di wilayah tersebut (Djalal, 1996). 

Kemudian Zona Tambahan (Contiguous Zone) dapat diukur dari garis terluar pada garis pangkal laut 

dari mana lebar laut teritorial diukur dan tidak lebih dari 24 mil laut untuk mengatur keperluan bea 

cukai, imigrasi, karantina kesehatan sampai pencegahan pelanggaran atas perundang-undangan 

wilayahnya (Djalal, 1996).  

Selanjutnya ZEE adalah zona yang dapat diukur selebar 200 mil dari garis pangkal atau 188 

mil di luar Laut Wilayah. Pada zona ini, negara pantai tidak memiliki kedaulatan wilayah namun 

mempunyai kedaulatan atas kekayaan alamnya serta wewenang atau jurisdiksi untuk pembangunan 

pulau-pulau buatan, instalasi dan anjungan-anjungan, penelitian ilmiah kelautan sampai memberikan 

perlindungan lingkungan laut (Djalal, 1996). Kemudian Landas Kontinen yang mengatur wilayah 

dasar laut diukur sampai selebar 200 mil hingga maksimal 350 mil dari garis dasar pangkal, mengatur 

kedaulatan atas kekayaaan alam dasar laut dengan bentuk sedentary species dan mineral baik pada 

permukaan dasar laut maupun tanah di bawahnya (Djalal, 1996). 

Sejarah batas wilayah laut Filipina 

Filipina yang merupakan Archipelagic State terbesar kedua di dunia (Nurbintoro, 2018) 

pernah dikuasai oleh kolonialis Kerajaan Spanyol dari tahun 1565. Spanyol akhirnya memberikan 

Filipina sebagai negara jajahannya kepada Amerika Serikat tanggal 10 Desember 1898 melalui Pasal 

3 dalam Treaty of Paris, dengan ketentuan penyerahan pulau-pulau Filipina termasuk didalamnya 

terdapat Pulau Miangas. Kepemilikan Pulau Miangas diselesaikan dengan adanya perjanjian 

ekstradisi 1976, dan putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) tahun 1928 yang menyatakan 

bahwa Pulau Miangas milik Belanda dan status kepemilikan pulau tersebut jatuh kepada Indonesia 

(Permanent Court of Arbitration, 1928).  

Filipina juga mengklaim batas teritorialnya berdasarkan Treaty of Washington 1900 antara 

Amerika Serikat dan Spanyol mengenai ‘Cession of Outlying Islands of Philippines’ dan Treaty 1930 

antara Amerika Serikat dan Great Britain tentang ‘Boundaries: Philippines and North Borneo’ 
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(Nurbintoro, 2018). Maka dari itu, karena faktor terbelenggu oleh sejarah, Filipina tidak dapat 

mengikuti ketentuan wilayah maritim yang ditetapkan secara internasional melalui UNCLOS 1982, 

Pasal 57 mengenai ZEE (Perwita & Ircha Tri, 2018). Filipina juga melakukan amandemen terhadap 

ketentuannya tahun 1961 mengenai Archipelagic Baselines Law Republic Act 3046 dan 

diamandemen dengan Republic Act 5446 di tahun 1968. Namun setelah merdeka, Filipina 

menyesuaikan kembali hukum nasionalnya, agar dapat mengikuti ketentuan UNCLOS 1982, yang 

tertuang dalam Republic Act 9522 yang dikeluarkan bulan Maret tahun 2009 (Anggaramurti, 2015). 

Sejarah hubungan antara Indonesia dan Filipina 

Perjanjian penetapan garis batas ZEE antar kedua negara telah sesuai dengan dasar ‘Treaty 

of Friendship between the Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines’ pada tanggal 

21 Juni 1951 dan dijalankan sejak 20 November 1953, yang pada pasal 2 tertulis jika terdapat 

persengketaan yang terjadi antara kedua belah pihak dapat diselesaikan secara diplomasi melalui 

mediasi atau arbitrasi dan dapat dibawa ke ranah International Court of Justice untuk mendapatkan 

putusan akhir (Kementerian Luar Negeri, 1951). Adapun ‘Manila Declaration on the Peaceful 

Settlement of International Disputes’ pada section 1 paragraf 3 dan 10 yang menggarisbawahi pihak 

yang terlibat sengketa bebas memilih prosedur dan cara penyelesaian sengketa seperti melakukan 

negosiasi langsung adalah cara yang fleksibel dan efektif untuk menyelesaikan permasalahan secara 

damai (United Nations, 1982).  

Kedua kesepakatan yang telah ada antara Indonesia dan Filipina tersebut, juga didukung 

dengan Piagam PBB Pasal 33 ayat 1 mengenai para pihak yang tersangkut dalam suatu sengketa yang 

dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dapat melakukan 

perundingan untuk penyelesaian masalah, dengan negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsoliasi, 

arbitrasi, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional 

atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri (United Nations, 1945). 

Maka dari itu, perjanjian perbatasan maritim antara Indonesia dan Filipina ini, menjadi 

perjanjian pertama yang diselesaikan oleh Filipina dengan cara negosiasi. Perjanjian akhirnya 

ditandatangani pihak dari kedua negara tanggal 23 Mei 2014 di Manila melalui ‘Agreement between 

The Government of The Republic of Indonesia and The Government of the Republic of The 

Philippines Concerning The Delimitation of The Exclusive Economic Zone Boundary’. Indonesia 

meratifikasi perjanjian tersebut melalui DPR RI, dengan ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU) 

Nomor 4 Tahun 2017 dan telah berlaku sejak tanggal 29 Mei 2017. Sementara Filipina melalui 

Kongres Filipina dan Senat Filipina, mengatur perjanjian penetapan garis batas ZEE dalam 

Persetujuan Senat Filipina, Resolution No. 1048 tanggal 15 Februari 2017. Namun Senat Filipina 

baru meratifikasi pada tanggal 3 Juni 2019 (Parameswaran, 2019). Perjanjian penetapan batas ZEE 

antara Indonesia dan Filipina mulai berlaku pada acara ASEAN Ministerial Meeting ke–34 di 

Bangkok tanggal 1 Agustus 2019 (Agusman D. D. & Gulardi, 2019). Kemudian instrumen tersebut 

juga telah didepositkan ke PBB pada tanggal 27 September 2019 (Department of Foreign Affairs 

Republic of the Philippines, 2019). 

Dinamika perundingan penetapan garis batas ZEE Indonesia dan Filipina 

Penetapan batas ZEE di wilayah tumpang tindih antara Indonesia dan Filipina di utara Laut 

Sulawesi telah dirundingkan sejak tahun 1994 sampai 2019, dalam forum Joint Permanent Working 

Group on Maritime and Ocean Concerns (JPWG–MOC) dibantu dengan adanya sub working group 

dan Joint Technical Team on Maritime Boundary Delimitation (JTT–MBD). Selama 20 tahun lebih, 
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banyak rintangan dan hambatan dalam penyelesaian penetapan garis batas ZEE Indonesia dan 

Filipina, mulai dari kondisi kewilayahan di wilayah garis batas ZEE tersebut sampai tingkat visibilitas 

isu di masyarakat domestik dan petinggi negara di kedua belah pihak. Dinamika penetapan garis batas 

ZEE antara Indonesia dan Filipina sempat mengalami kondisi dimana negara lebih mementingkan 

permasalahan yang lain terlebih dahulu dibandingkan dengan masalah yang sedang dirundingkan 

(dormant) sampai akhirnya dinamika penetapan garis batas ZEE di wilayah tersebut dapat 

terselesaikan secara damai (peacefully resolved).  

Maka dari itu, pada saat pertemuan bilateral tingkat kepala negara antara Indonesia dan 

Filipina berlangsung, Sekretaris Luar Negeri Filipina, Albert F. Del Rosario dan Menteri Luar Negeri 

Indonesia, Dr. R. M. Marty M. Natalegawa melakukan penandatanganan ‘Joint Declaration 

Concerning Maritime Boundary Delimitation’ untuk mempercepat negosiasi penetapan garis batas 

maritim Indonesia dan Filipina berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982. Mereka juga 

menginstruksikan tim teknis untuk melakukan serangkaian pertemuan untuk menghasilkan 

kesepakatan penetapan garis batas ZEE kedua negara (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 

2015). Pada saat perundingan penetapan garis batas ZEE Indonesia dan Filipina terjadi, kedua negara 

membagi garis batas menjadi lima segmen untuk mempermudah pembahasan pembagian garis batas 

tersebut. 

Gambar 2. Proposal garis batas ZEE Indonesia dan Filipina 

Sumber: (Sutisna, 2019) 

 

 
 

Pada Segmen 1 di perairan sekitar Laut Sulawesi bagian tengah, segmen 2 berada di perairan 

sekitar Laut Sulawesi bagian timur, segmen 3 di perairan diantara Pulau Marore (Indonesia) dan Pulau 

Balut (Filipina), segmen 4 berada di perairan utara Pulau Miangas, segmen 5 di perairan Samudera 

Pasifik menjelang perairan Palau (Patmasari, Eko, & Astrit, 2016). Pada pertemuan informal di Batam 

yang terjadi tahun 2007, terjadi kesepakatan untuk segmen 1, 3, 5. Pada Prepatory Meeting untuk 

JPWG–MOC ke-8 tahun 2014, disepakati segmen 2 dan 4. Proses bargaining position yang dilakukan 

antar kedua negara telah berdasarkan garis median line yang sesuai dengan panjang baseline sampai 

luas perolehan wilayah (Anggaramurti, 2015). Hal ini dilakukan untuk mencapai equitable solution 
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berdasarkan hukum Internasional, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 

1982.  

Sementara pada segmen 4 yang berdekatan dengan Pulau Miangas, dikarenakan kondisi 

penarikan garis batas yang sempit, maka digunakan prinsip median line antara kedua negara untuk 

mempercepat proses perundingan (Kementerian Luar Negeri, 2019). Dengan mengimplementasikan 

konsep Negara Kepulauan dalam penetapan garis batas ZEE Indonesia dan Filipina, akan membuat 

preseden baik untuk Indonesia dan negara-negara kepulauan lainnya (Dewan Perwakilan Rakyat, 

2017). 

Gambar 3. Segmentasi garis batas ZEE Indonesia dan Filipina 

Sumber: (Anggaramurti, 2015) 

 

 
 

Faktor keberhasilan penetapan garis batas ZEE Indonesia dan Filipina secara kewilayahan 

(territoriality) 

Melalui pendekatan issue-level approach, pada tulisan Sukmawani Bela Pertiwi yang 

berjudul The Rise of Territorial Disputes and the Stability of Southeast Asia, secara kewilayahan, 

pada wilayah yang dilewati garis batas ZEE Indonesia dan Filipina tidak memiliki nilai penting (not 

salient). Namun pada area di sekitar garis batas ZEE antara Indonesia dan Filipina terdapat sumber 

daya alam yang memiliki nilai penting (salient). Dimana area di sekitar posisi garis batas ZEE 

Indonesia dan Filipina merupakan wilayah strategis. Pertama, karena wilayah tersebut berada dekat 

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) ke–716 di Laut Sulawesi dan 

sebelah Utara Pulau Halmahera. Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara memiliki potensi tangkapan di 

ZEE yang dapat dimanfaatkan secara optimal sebesar 626.045 ton (Kementerian Kelautan dan 

Perikanan Republik Indonesia, 2022). Potensi perikanannya seperti ikan tuna dan cakalang yang 

menjadi salah satu sumber ekspor tertinggi ke negara Jepang, Hongkong, Singapura dan Taiwan.  

Kedua, pada wilayah ZEE Indonesia di utara Laut Sulawesi juga terhubung dengan jalur 

Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan III yang merupakan jalur bagi negara asing yang 

memiliki hak innocent passage untuk melintas di wilayah perairan Indonesia. Ketiga, wilayah garis 

batas ZEE ini juga merupakan jalur lintas batas utama International Shipping Lanes (ISL) dengan 

rute Davao–General Santos–Tahuna–Bitung. Perjanjian dilakukan antara PT Kanaka dari Indonesia 
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dan ARREE Freight Express dari Filipina (Mindanao Development Authority, 2014). Tujuannya 

untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan ekonomi bagi Brunei Darussalam–Indonesia–

Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP–EAGA) (Kementerian Luar Negeri 

Republik Indonesia, 2019). Jasa pengiriman meliputi minuman kaleng, daging, buah tropis baik yang 

segar maupun olahan kering, pakan jagung, unggas, perlengkapan konstruksi, sampai produk ikan. 

Rute ini dapat membuat rencana utama konektivitas ASEAN terwujud. 

Gambar 4. Pembukaan jalur baru untuk pengiriman 

Sumber: (Mindanao Development Authority, 2014) 

 

 
 

Namun tulisan ini lebih menganalisis permasalahannya yang lebih berupa pada penetapan 

garis batas, yang berarti garis ini termasuk positional, berarti yang dipermasalahkan adalah garis batas 

itu sendiri. Hal ini sesuai dengan kategori Positional Border Dispute yaitu sengketa batas posisi 

karena kedua negara belum menyepakati lokasi delineasi (dalam perjanjian dan peta) perbatasan yang 

tepat untuk menentukan batas (di laut) (Brunet-Jailly, 2016). Konsekuensi dari Positional Border 

Dispute berarti bahwa posisi di garis batas tersebut juga tidak terdapat nilai simbolis apapun karena 

di sepanjang garis batas ZEE Indonesia dan Filipina tidak melalui sebuah pulau berpenduduk.  

Posisi garis batas ZEE pun tidak menjadi sebuah tempat yang diwariskan dan memiliki 

keterkaitan emosional pada masyarakat karena tidak mempunyai nilai simbolis mulai dari etnik, 

bahasa, agama sampai identitas simbolis lainnya yang dapat menjadi ciri khas sebuah wilayah 

tersebut. Hal ini yang membuat tensi pada kedua negara tidak meningkat dan pengaruh negara terlibat 

tidak ada yang lebih dominan dalam mengatur wilayah tersebut. Dalam permasalahan ini, posisi garis 

batas ZEE tidak memiliki nilai penting (not salient) baik nilai tampak (tangible) maupun nilai tidak 

tampak (intangible).  

Pada titik ini, dapat disimpulkan bahwa secara aspek kewilayahan, pada garis batas ZEE 

Indonesia dan Filipina kurang memiliki atau tidak memiliki nilai tampak (tangible) dan nilai tidak 
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tampak (intangible), maka dapat dikategorikan tidak memiliki nilai penting (not salient). Secara 

visibilitas permasalahan ini juga tergolong pada kondisi yang terlihat pada masyarakat domestik 

(visible). Maka perundingan penetapan garis batas ZEE ini dapat terselesaikan secara damai 

(peacefully resolved).  

Visibilitas isu pada masyarakat domestik (domestic visibility) 

Melalui grafik di bawah ini, menunjukkan adanya tingkat visibilitas isu pada tiap periode. 

Seperti terlihat dalam grafik berikut ini: 

Grafik 1. Frekuensi jurnal dan berita dari media nasional Indonesia dan Filipina 

Sumber: (Diolah oleh Penulis) 

 

 
 

Seperti terlihat dari grafik di atas, pada periode 1994–2004, masyarakat tidak mengetahui 

adanya permasalahan penetapan garis batas ZEE antara Indonesia dan Filipina. Karena publik dari 

kedua negara tidak ada sama sekali yang membahas tentang permasalahan ini. Namun seperti baru 

mulai terlihat di level luas pada periode 2005–2010 sampai menjadi bahan perbincangan pada periode 

2011–2019. Hal ini dikarenakan masyarakat mengaitkan masalah keamanan pada wilayah perbatasan 

maritim yang akhirnya mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan penetapan garis batas 

dengan damai. 

Terlihat dari upaya yang dilakukan oleh Indonesia dan Filipina yang melakukan kerja sama 

untuk menangani masalah keamanan dengan membuat perjanjian untuk memperkuat patroli 

perbatasan di jalur laut antara kedua negara (Pareño & Jess, 2006). Dimana Tentara Nasional 

Iindonesia Angkatan Laut (TNI AL) yang melakukan persiapan dalam memantau wilayah laut 

perbatasan, untuk mencegah terjadinya pelanggaran batas wilayah laut (Kompas, 2008). Tak hanya 

itu, pada tahun 2012, kedua negara juga membuat kerja sama yakni Terms of Reference (TOR) antara 

angkatan bersenjata Filipina dan militer Indonesia mengenai latihan bersama untuk menangani 

masalah-masalah lintas perbatasan (Pazzibugan, 2012). 

Selain itu, Indonesia dan Filipina juga bekerja sama dengan melakukan operasi penjagaan 

pantai bersama. Penjagaan akan dilakukan untuk memastikan keamanan di Laut Sulu untuk 

memerangi kejahatan di laut lepas oleh kelompok Abu Sayyaf (Cabacungan, 2016). Hal ini membuat 
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Duterte mengizinkan TNI AL untuk memasuki perairan Filipina, jika terjadi pengejaran dari wilayah 

laut Indonesia terhadap bajak laut yang telah menyerang dan menculik WNI (Kompas, 2016). 

Angkatan Bersenjata Filipina juga mengumumkan peluncuran perjanjian trilateral untuk patrol di 

daerah perbatasan Indonesia, Malaysia dan Filipina (Philstar, 2017). Meskipun dalam kejahatan 

transnasional seperti IUU Fishing, telah membuat 31 orang Filipina ditahan karena menangkap ikan 

di wilayah Indonesia secara illegal dan tidak memenuhi persyaratan hukum karena tidak adanya 

lisensi (Lee-Brago, 2018). Selain itu, kejahatan melanggar dan memasuki batas wilayah ZEE yang 

telah ditetapkan kedua negara, juga dapat merusak ekosistem laut (Kompas, 2023). 

Namun kedua negara memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan di kawasan ASEAN 

dalam proses perundingan perjanjian penetapan garis batas ZEE kedua negara. Jadi terlihat bahwa 

domestic visibility pada periode 2011–2019 lebih terlihat daripada periode sebelumnya, yang 

kemudian ditindak lanjuti pemerintah dengan penandatanganan dan ratifikasi perjanjian. 

Dinamika sengketa wilayah (the dynamics of territorial disputes) pada penetapan batas ZEE 

Indonesia dan Filipina 

Pada tabel penjelasan dibawah, terlihat bahwa visibilitas berubah dari waktu ke waktu, pada 

tahun 1973 dan 1986 perundingan masih dalam penjajakan (Kementerian Luar Negeri, 2019). 

Kemudian pada periode 1994–2004 dapat dikatakan tidak terlihat (not visible), yang berarti 

seharusnya kemudian berdampak pada dinamika sengketa wilayah yang lebih dormant. Namun 

kemudian pada periode 2005–2010 dan 2011–2019 dapat dikatakan mulai terlihat (visible), yang 

berarti akan berpengaruh pada dinamika sengketa wilayah yang menjadi peacefully resolved. Karena 

ada tekanan untuk menyelesaikan permasalahan, dan lebih mudah diselesaikan karena faktor 

kewilayahan yang tidak memiliki nilai (not salient) (Pertiwi, 2014). Berikut tabel yang menunjukkan 

beberapa kondisi di Indonesia dan Filipina yang membuat tidak adanya aktivitas perundingan 

(kondisi dormant) (Pertiwi, 2014) dalam penetapan garis batas ZEE antara Indonesia dan Filipina 

berlangsung, sebagai berikut: 

Tabel 3. Kondisi dormant pada saat perundingan penetapan batas ZEE  

Indonesia dan Filipina berlangsung 

Sumber: (diolah oleh penulis) 

 

Tahun Indonesia Filipina 

1973 dan 

1986 
Penjajakan 

1994–

2004  

1997→Indonesia mengalami krisis 

ekonomi 

1998→Perubahan orde baru menjadi era 

reformasi 

1999→Pemisahan diri Timor Timur dari 

Indonesia yang menjadi negara 

independen (Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, 1999) 

2000→Skandal keuangan Bullogate  dan 

Bruneigate (Maulana, 2018) 
2001→Presiden Abdurrahman Wahid 

turun dari jabatannya (Maulana, 

2018) 

1996→Filipina sedang menyelesaikan  

‘Peace Agreement’ dengan Moro 

Islamic Liberation Front (MILF) 

(Bauzon, 2016) dan sedang 

menjadi host country ‘Asia-

Pacific Economic Ministerial 

Meeting’ (Asia–Pacific Economic 

Cooperation, tt)  

2000–2001→Presiden Filipina, Joseph 

Estrada diturunkan dari 
jabatannya dengan tuduhan 

korupsi, pengkhianatan 

terhadap kepercayaan 
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2002→ Indonesia mengizinkan Irian 

Jaya untuk mengadopsi nama 

Papua dan terjadinya serangan 

bom di Bali (Adisaputra, 2008) 

publik dan pelanggaran 

konstitusi (Loo, 2004) 

2003→ Terjadi pengeboman bandara di  

Davao City (Novianti, Poltak 

Partogi, Simela Victor, & Sita, 

2018) 

2005–

2010 
– 

2007→Kudeta terhadap Presiden Gloria 

Macapagal Arroyo 

(Anggaramurti, 2015) 

2008→Kerusuhan di selatan Pulau 

Mindanao (Amnesty 

International, 2008), dan 

Kepulauan Siargao (University 

of Central Arkansas, tt) 

2010→Pemilu untuk mengakhiri politik 

dinasti (Anggaramurti, 2015) 

2011–

2019  

2014–2018→Terjadi IUU Fishing oleh 

90 kapal Filipina (Damanik, 

2018) 

2016→Terjadi kejahatan lintas batas 

seperti pembajakan dan 

penculikan terhadap sepuluh WNI 

oleh kelompok teroris Abu 

Sayyaf dari Filipina 

(Rakhmatulloh, 2016) 

2018→Presiden Duterte mengusulkan 

Filipina dari negara Republik 

menjadi negara Federal 

(Handoko, 2019) 

2020–

2024  

2020–2022 → Terjadi pandemi dan 

lockdown karena wabah 

Covid-19  (Putri, 2020) 

2023 → Terjadi penangkapan 5 kapal 

Filipina yang telah 

melakukan IUU Fishing 

(Kompas, 2023) 

2020–2022 → Terjadi pandemi Covid-

19 dan pelonjakan jumlah korban  

(Jaymalin, 2020) 

 

Dengan terselesaikannya permasalahan ini, dapat memperjelas batas-batas wilayah 

yurisdiksi kedua negara. Masyarakat terutama nelayan dapat mengetahui sampai dimana hak 

kedaulatan perairan masing-masing negara. Pemerintah Filipina juga akhirnya meratifikasi perjanjian 

penetapan batas ZEE ini pada tahun 2019. Mantan Presiden Filipina, Benigno S. Aquino III 

mengatakan bahwa adanya komitmen Filipina untuk menaati aturan hukum dan untuk mewujudkan 

perdamaian serta pembagian kepentingan yang adil di wilayah perairan (Deutsche Welle, 2014). 

Dilansir dari Philstar Global, Juru bicara Presiden Filipina, Salvador Panelo, menegaskan bahwa 

kesepakatan yang terjadi selaras dengan kebijakan Presiden Duterte untuk menempuh kebijakan luar 

negeri yang independen dengan berteman bersama semua negara tanpa musuh satupun (Mendez, 
2019). Maka dari itu, terlihat bahwa pertama, adanya faktor kepemimpinan yang memimpin masing-

masing negara saat penyelesaian delimitasi terjadi, tentu mengutamakan kerja sama dan damai. 

Kedua, adanya faktor Detterence yaitu faktor eksternal yang memengaruhi pengambilan keputusan 

(Dewi, Putu Ratih , & Putu Titah, 2019) sehingga proses perundingan dapat terselesaikan secara 

damai. 
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KESIMPULAN 

Maka dari itu, melihat periode waktu penyelesaian dari tahun 1994 sampai 2019, melalui 

pendekatan issue-level approach dengan melihat nilai strategis seperti nilai secara kewilayahan, 

visibilitas isu dan dinamika sengketa wilayah secara langsung. Kedua negara juga telah sesuai dalam 

bernegosiasi, mempertimbangkan serta menggunakan hukum internasional, UNCLOS 1982 yang 

menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (Archipelagic State). Hal inilah yang memengaruhi 

keberhasilan delimitasi garis batas ZEE antara Indonesia dan Filipina sehingga dapat terselesaikan 

secara damai (peacefully resolved). Sehingga kedepannya, pemerintah diharapkan dapat 

menyelesaikan proses perundingan perbatasan lainnya, berdasarkan ketentuan internasional tanpa 

menggunakan kekuatan militer dan tanpa paksaan. Kemudian bagi masyarakat di kedua negara, agar 

selalu mengontrol pemerintah dalam penyelesaian penetapan wilayah perbatasan baik di darat, laut 

dan udara. Penting untuk tidak memicu konflik yang dapat meningkatkan tensi dan ketegangan antara 

dua negara yang terlibat. 
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